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Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kaitan antara pelaksanaan proses
konstruksi yang dilakukan secara bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan berdasarkan Peraturan
Presiden N018/2016 dengan Undang-Undang N0.32/2009; 2) Bagai mana kesesuaian putusan Mahkamah
Agung No.27 PPTHUM/2016 terkait pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan
pengurusan izin lingkungan. Bentuk penulisan skripsi ini adalah penulisian yuridis normatif, yakni penulisan
yang dilakukan dengan kajian hukum positif di Indoneisa dengan tipe penelitian persprektif yang bertujuan
untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada untuk di analisa berdasarkan perturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku, dan karyailmiah yang terkait dengan permasalahan yang
ada secara kualitatif. Berdasarkan permasalahan dan sumber-sumber tersebut, penulis menganalisis perihal
kegunaan dan tujuan izin lingkungan dalam hukum lingkungan Indonesia, serta bagaimana kaitannya
dengan proses konstruksi yang bersamaan dengan proses pengurusan izin lingkungan dalam Peraturan
Presiden N0.18/2016 yang digugat di Mahkamah Agung dalam putusan No.27 P/THUM/2016 yang dimana
hakim menyatakan bahwa proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan
bertentangan dengan undang-undang N0.32/2009 yang mengakibatkan hakim memutus untuk mencabut
peraturan presiden tersebut. Secara ringkas, kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa izin lingkungan
merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan dengan kegiatan usaha dan dalam hal ini kegiatan proses
konstruksi yang dimanaizin lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran
lingkungan yang terjadi akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan manusia.

This thesis discusses the following issues: 1) What is the connection between the implementation of the
construction process carried out simultaneously with the environmental permit arrangement based on
Presidential Regulation No18/ 2016 with Law No0.32/ 2009 ; 2) What is the conformity of the Supreme
Court decision No.27 P/ HUM / 2016 regarding the implementation of the construction process carried out
in conjunction with environmental permit arrangement ?. The form of writing thisthesisisjuridical
normative writing, namely writing done with a positive legal study in Indonesiawith atype of perspective
research that aims to provide solutions related problems that exist for the analysis based on laws and
regulations applicable in Indonesia, books, and scientific work related to the existing problems qualitatively.
Based on the problems and sources, the author analyzes the use and purpose of environmental permit in
Indonesian environmental law, and how it relates to the construction process simultaneously with the
process of environmental permit arrangement in Presidential Regulation No.18 / 2016 which is sued in the
Supreme Court in decision No. .27 P/ HUM / 2016 where the judge declares that the construction process
carried out in conjunction with the environmental permit is contradictory to Law No.32 / 2009 which
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resulted in the judge deciding to revoke the presidential regulation. In summary, the conclusions indicated
that the environmental permit is very important and related to the business activity and in this case the
construction process activities in which the environmental permit aimsto prevent the occurrence of damage
and environmental pollution resulting from the business and / or activities undertaken human.



